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BAB I
PENUTUP

A. Kesimpulan
Sebagai bab terakhir dari seluruh pembahasan pada bab-bab
sebelumnya maka pada bab ini penulis menyimpulkan sebagai
rumusan terakhir dengan harapan mendapatkan saran dari semua
pihak untuk menuju kesempurnaan selanjutnya. Maka dari hasil
penelitian penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Polisi sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus
KDRT sudah menggunakan UU.No.23 Tahun 2004 Tentang
PKDRT dari pada menggunakan KUHP, misalnya kasus
penganiayaan. Polisi tidak lagi menggunakan Pasal 351 KUHP
tetapi menggunakan Pasal 6 (kekerasan fisik), Pasal 7 (kekerasan
psikis) dan Pasal 8 (kekerasan seksual) UU.No.23 Tahun 2004
Tentang PKDRT

2. Polisi dalam menangani kasus KDRT berupaya semaksimal
mungkin untuk menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga,
tetapi yang menjadi kendala atau hambatan polisi yaitu:

a) sering adanya ancaman yang timbul dari pelaku
terhadap korban sehingga korban tidak berani untuk
melaporkan kasusnya

b) korban sering merasa bahwa keadaan yang di alami

bukan merupakan hal yang perlu di ketahui umum
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¢) adanya tekanén mental sehingga korban tidak berani
untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga
yang di alami

d) korban dengan sengaja tidak melaporkan kasus
kekerasan dalam rumah tangga yang di alami karena

pelaku adalah sumber ekonomi keluarga

B. Saran
Di akhir penulisan hukum ini dengan segala keterbatasan dan
kerendahan hati penulis ingin memberikan saran yang diharapkan
dapat berguna bagi semua pihak
1. Aparat penegak hukum harus memberikan sosialisasi kepada
masyarakat tentang adanya undang-undang tentang kekerasan
dalam rumah tangga bahwa mereka mempunyai hé.k—hak yang
dilindungi oleh Negara
2. Sosialisasi atas undang-undang PKDRT harus dilakukan secara
luas dan menyeluruh di berbagai lapisan masyarakat. Sosialisasi
yang berhasil dan dapat diterima oleh masyarakat luas tentunya
dapat mendorong dan mendukung pelaksanaannya, sehingga
undang-undang PKDRT bukan hanya sekedar di atas kertas tanpa
pelaksanaan yang nyata tetapi di harapkan dapat member jaminan

kepastian hokum bagi semua lapisan masyarakat



58

3. Para korban kekerasan dalam rumah tangga diharapkan untuk tidak
takut melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi
kekerasan dalam rumah tangga, apabila dibiarkan terus menerus
maka kekerasan dalam rumah tangga bisa dianggap sebagai hal

yang biasa
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Waktu 3 (tiga) Bulan Mulaitanggal - o4 oxiober 2010 s/d 01 Januari 2011
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2. Menyerahkan softcopy hasil penelitiannya kepada Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro
Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) dan menunjukkan cetakan asli yang
sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;

3. ljin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di

lokasi kegiatan;

ljin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;

ljin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang
berlaku.

o

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 01 September 2010

An. Sekretaris Daerah
Asusten Perekonomlan dan Pembangunan

Tembusan disampaikan kepada Yth.

2. Ka POLDA DIY.
3. Ka Kantor Kementerian HUKUM & HAM Prov. DIY.

4, Dekan Fak. HUKUM Universitas ATMAJAYA Yk.
- Yang Bersangkutan

B e T e, L2 S R S





